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Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang berbagai Sumber Hukum dan asas acara perdata,

berbagai peraturan acara perdata yang pernah dan masih berlaku di Indonesia,
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Capaian Pembejaran MK

Indikator

Tujuan Pembelajaran,

konsep-konsep pengembangan peraturan acara perdata, penyelesaian sengketa atau
kasus di bidang perdata. Serta Tata Acara Peradilan dan MoodCourt Praktek Peradilan

Perrdata.

: Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan

mempraktekkan menyelesaikan permasalahan perdata di Indonesia berdasarkan
teori dan hukum acara perdata.

: Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan teori dasar hukum acara perdata.

: Setelah menempuh perkuliahan ini: Mahasiswa dapat memahami dan melakukan penulisan
kelengkapan berkas Acara Perdat dan Pelatihan Praktek Peradilan Perdata

Materi Pokok (Bahan Kajian):

Penulisan berkas Acara Perdata dan Praktek Peradilan Perdata

Alokasi Sumber Belajar/
No Tahap Kegiatan Pembelajaran Metode Bahan Ajar/ Penilaian*
waktu .
Media
1 Awal Berdoa dan penjelasan tentang Ceramah 15 Menit | LCD dan literatur Sikap/perilaku
tahapan perkuliahan
2 Inti Pemberian Materi pemberkasan Penulisan 1 jam Praktek Acara Sikap/perilaku
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Hukum Acara Perdata dan Praktek

Berkas Acara

Peradilan Perdata

dalam Praktek

Peradilan Perdata Perdata dan dan Beracara
Pelatihan Peradilan
Praktek Perdata
Peradilan
Perdata

3 Akhir Praktek Peradilan Acara Perdata Tanya jawab 15 menit Praktek Acara Praktek Acara
Peradilan Perdata Peradilan Perdata
Referensi:
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3. Rencana Asesmen & Evaluasi (RA&E)

Capaian Pembelajaran MK

Mg Ke

Kemampua
n khusus
(KK)

Bahan Kajian (Materi

Butir Soal Evaluasi

Psiko

Kognitif motor

Pokok)

Afek
el Test

Cl1/|C2/C3| P1

Al

Bentuk
Test/Non

Bobot
(%)

16

Mahasiswa
dapat
mengerjaka
n soal Ujian
Tertulis
dengan baik
sesuai
dengan
materi yang
diberikan
dari
pertemuan
1s/d 16

Pertemuan 1 s/d 6 1 1|1 1

1

Test

40%

32

Mahasiswa
dapat
mempraktek
kan
Peradilan
Perdata
dengan baik
sesuai
dengan
materi yang
diberikan
dari
pertemuan
17 s/d 32

Pertemuan 8 s/d 15 1 1 11

Praktek
Kelompok
Peradilan

Semu

60%

Butir Soal

Persentase

100%

Butir Soal
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4.Contoh Soal Tes Uraian

Mata Kuliah : Hukum Acara Perdata dan Praktek Peradilan perdata

1) Apa yang dimaksud dengan pengertian hukum acara perdata dan apa

2)
3)

4)
S)
6)
7)
8)
9)

hubungannya dengan hukum perdata?

Jelaskan secara perinci sejarah hukum acara perdata di Indonesia!
Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum acara hukum perdata di
Indonesia!

Jelaskan apa yang dimaksud dengan gugatan

Apa yang harus ada didalam suatu gugatan

Jelaskan apa saja tugas Hakim

Apa saja Hak hak tergugat dalam hukum acara perdata

Apa yang dimaksud dengan replik dan duplik

Apa tujuan adanya duplik

10) Jelaskan apa saja yang harus ada dalam putusan

11) Buatlah contoh suatu gugatan perdata

12) Buatlah contoh eksepsi
13) Buatlah contoh Replik dan duplik

14) Apa tugas dari Advocat dalam hukum acara perdata

15) Jelaskan apa saja alat bukti dalam hukum acara perdata

16) Apa saja yang harus ada dalam Putusan hakim di acara perdata
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